SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang :

Mengingat

—

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,

bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022, perlu penyampaian laporan keuangan;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah;



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Rembang.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Rembang.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Surplus anggaran daerah adalah selisih lebih antara
pendapatan daerah dan belanja daerah.

Defisit anggaran daerah adalah selisih kurang antara
pendapatan daerah dan belanja daerah.

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran selanjutnya disebut SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama satu periode anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan
ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya
keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang
menggambarkan  perbandingan antara anggaran dan
realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan
kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan
suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas
pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar
sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan
penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode
pelaporan.

Laporan Arus Kas adalah laporan kas sehubungan dengan
aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang
menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan
saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode
tertentu.

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan kenaikan atau
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan

tahun sebelumnya.

Pasal 2

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan
keuangan terdiri atas:

laporan realisasi anggaran terdiri atas:

a.

B o

1.

2.

3.

4.

ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan Daerah dan organisasi;

ringkasan anggaran pendapatan dan belanja Daerah menurut
kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
rincian anggaran pendapatan dan belanja Daerah menurut
urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan,
sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan
pembiayaan; dan

rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan
Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
laporan operasional;
laporan perubahan ekuitas;
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neraca;
laporan arus kas;

catatan atas laporan keuangan,;

daftar rekapitulasi piutang Daerah;

daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
daftar penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;

daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset
tetap Daerah;

. daftar rekapitulasi aset tetap;

daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

daftar rekapitulasi aset lainnya;

daftar dana cadangan Daerah;

daftar kewajiban jangka pendek;

daftar kewajiban jangka panjang;

daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun

anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

berikutnya;

ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/

Perusahaan Daerah terdiri atas:

1. ikhtisar laporan keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah; dan

2. ikhtisar laporan keuangan (Laporan Rugi/Laba) Badan
Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan Daerah Rp.1.841.484.139.352,53
b. belanja Daerah Rp.1.991.790.018.142,71
surplus/defisit Rp. (150.305.878.790,18)
c. pembiayaan
1. penerimaan Rp. 182.737.177.231,56
2. pengeluaran Rp. 3.868.328.680,00
pembiayaan netto Rp. 178.868.848.551,56

sisa lebih pembiayaan anggaran Rp. 28.562.969.761,38

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sejumlah
Rp.61.046.942.550,47 dengan rincian sebagai berikut:
a. anggaran setelah perubahan Rp.1.902.531.081.903,00
b. realisasi Rp.1.841.484.139.352,53
selisih kurang sejumlah Rp. 61.046.942.550,47
Selisih anggaran dengan realisasi belanja daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b sejumlah
Rp.240.213.079.792,29 dengan rincian sebagai berikut:
a. anggaran setelah perubahan Rp.2.232.003.097.935,00
b. realisasi Rp.1.991.790.018.142,71
selisih kurang sejumlah Rp. 240.213.079.792,29

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp.179.166.137.241,82 dengan rincian sebagai berikut:
a. anggaran setelah perubahan Rp. (329.472.016.032,00)



(5)

(7)

(8)

(9)

b. realisasi Rp. (150.305.878.790,18)
selisih lebih sejumlah Rp. 179.166.137.241,82

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 (satu)
sejumlah Rp.200.603.206.800,44 dengan rincian sebagai
berikut:
a. anggaran setelah perubahan Rp. 383.340.384.032,00
b. realisasi Rp. 182.737.177.231,56
selisih kurang sejumlah Rp. 200.603.206.800,44

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 (dua)
sejumlah Rp.50.000.039.320,00 dengan rincian sebagai
berikut:
a. anggaran setelah perubahan Rp. 3.868.368.000,00
b. realisasi Rp. 3.868.328.680,00
selisih kurang sejumlah Rp. 50.000.039.320,00

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp.150.603.167.480,44 rincian sebagai berikut:
a. anggaran setelah perubahan Rp. 329.472.016.032,00
b. realisasi Rp. 178.868.848.551,56
Selisih kurang sejumlah Rp. 150.603.167.480,44

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2022 sebagai
berikut:
a. saldo anggaran lebih awal Rp. 133.340.384.031,56
b. penggunaan sal sebagai Rp. 133.340.384.031,56
penerimaan pembiayaan
tahun berjalan

sub total Rp. 0,00
c. sisa lebih/kurang pembiayaan Rp. 28.562.969.761,38

(silpa/sikpa)

sub total Rp. 28.562.969.761,38
d. koreksi kesalahan Rp. 0,00

pembukuan tahun

sebelumnya
e. lain-lain Rp. . 0,00
f. saldo anggaran lebih akhir Rp. 28.562.969.761,38

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. pendapatan-laporan Rp.1.593.791.046.804,59
operasional

b. beban-laporan operasional Rp.1.607.011.236.593,15

c. kegiatan non operasional — Rp. 4.767.104.868,00
laporan operasional

d. beban luar biasa Rp. 1.040.000.000,00
surplus/defisit-laporan Rp. (19.027.294.656,56)
operasional

(10) Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf d per 31 Desember 2022 sebagai berikut:
a. ekuitas awal Rp.2.473.832.794.101,10



b.

d.

surplus/defisit
operasional
dampak kumulatif
perubahan kebijakan/
kesalahan mendasar

1. koreksi nilai persediaan

2. koreksi piutang

3. koreksi penyisihan
piutang

4. koreksi aset tetap

5. koreksi akumulasi
penyusutan aset tetap

6. koreksi investasi jangka

panjang

7. koreksi kewajiban jangka

pendek
8. koreksi aset lainnya

ekuitas akhir

laporan

Rp. (19.027.294.656,56)

Rp.1.554.786.131.510,28

Rp. 3.306.000,00
Rp. (673.841.211,00)
Rp. 248.579.610,78
Rp. (315.527.855,19)

Rp. (1.093.406.367,00)
Rp. (2.235.557.384,05)
Rp. (5,33)

Rp. (3.465.509.870,50)
Rp.2.447.273.542.362,25

(11) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e per 31

Desember 2022 sebagai berikut:
a.
b.
c.

Jumlah Aset
Jumlah Kewajiban
Jumlah Ekuitas

Rp.2.539.964.136.746,00
Rp. 92.690.594.383,75
Rp.2.447.273.542.362,25

(12) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
f untuk tahun berakhir sampai dengan 31 Desember 2022
sebagai berikut:

a.

b.

saldo kas awal per januari
tahun 2022

arus kas dari aktivitas
operasi

arus kas dari aktivitas
investasi

arus kas dari aktivitas
pendanaan

arus kas dari aktivitas
transitoris

saldo kas akhir per 31
Desember 2022

Pasal 4

Rp. 133.414.290.942,56
Rp. 129.954.623.873,82
Rp. (280.260.502.664,00)
Rp. 45.528.464.520,00
Rp. (53.298.273,00)

Rp. 8.583.578.399,38

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Lampiran I
1. Lampiran 1.1

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

menurut Urusan Pemerintahan Daerah

dan Organisasi;
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2. LampiranI. 2

3. Lampiran I. 3

4. Lampiran 1. 4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX

Lampiran X
Lampiran XI
Lampiran XII

Lampiran XIII
Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII
Lampiran XIX

Lampiran XX

1. Lampiran
XX.1

2. Lampiran
XX.2

Ringkasan APBD menurut Kelompok dan
Jenis Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;
Rincian APBD
Pemerintahan  Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan; dan

Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana bergulir dan
Penyisihan Dana Bergulir;
Daftar Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah;

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan
dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Daftar Rekapitulasi Konstruksi
Pekerjaan;

Daftar Rekapitulasi Aset lainnya;
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
Daftar Sub Kegiatan yang Belum
Diselesaikan = Sampai  Akhir Tahun
Anggaran 2022 dan Dianggarkan Kembali
Dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha
Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri
atas:

Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
dan

Ikhtisar Laporan Keuangan
Rugi/Laba) Badan Usaha
Daerah/Perusahaan Daerah.

menurut Urusan

(Investasi)

dalam

(Laporan
Milik

Pasal 5

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.



(2) Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Laporan
realisasi anggaran.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Agustus 2023

BUPATI REMBANG,
ttd
ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 15 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd
FAHRUDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA
TENGAH (1 - 155 /2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
epala Bagian Hukum
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